
 

 

 

 

BUPATI BUTON 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
 

PERATURAN BUPATI BUTON 

NOMOR 43 TAHUN 2023 

 

TENTANG 
 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BUTON, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi 

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu 

dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi dan 

tata kerja badan daerah di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Buton. 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang  

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana    

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun   

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

S A L I N A N 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,             

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6402); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi 

dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi 

Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan 

Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik  

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan 

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 525); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 

Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem 

Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan 

Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 181);  

11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton 

Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberpa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton 

Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton 

Tahun 2021 Nomor 168); 

 

 

 



-3- 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN 

TATA KERJA BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN BUTON. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Badan Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan 

unsur pelaksana urusan pemerintahan di Kabupaten Buton.  

2. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja 

yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas 

dan fungsi organisasi. 

3. Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan 

pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai 

Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan sistem 

pemerintahan berbasis elektronik. 

4. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi 

yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai 

Aparatur Sipil Negara yang dilakukan dalam suatu sistem 

dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau 

keterampilan. 

5. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara 

yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi 

Pemerintah. 

6. Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela 

Pejabat Fungsional dan pelaksana untuk melaksanakan 

tugas tertentu di bawah Pimpinan Unit Organisasi dalam 

periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian 

dan/atau keterampilan. 

 

Pasal 2 

(1) Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tahapan: 

a. penyederhanaan struktur organisasi; 

b. penyederhaan jabatan; dan 

c. Penyesuaian Sistem Kerja. 

(2) Penyederhanaan struktur organisasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada Badan 

Daerah. 

(3) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 

atas: 

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;  

b. Badan Keuangan dan Aset Daerah;  

c. Badan Pendapatan Daerah;  
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d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia;  

e. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; 

f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 

g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 

(4) Sistem Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri. 

(5) Bagan struktur organisasi Badan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 
 

BAB II 

MEKANISME KERJA 
 

Pasal 3 

Mekanisme Kerja digunakan sebagai acuan dalam pengaturan 

alur pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah 

dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan 

penyetaraan jabatan. 
 

Pasal 4 

(1) Pejabat Fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah 

dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat 

Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 

Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas. 

(2) Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk memimpin 

suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat 

membawahi Pejabat Fungsional dan pelaksana. 

(3) Penentuan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan 

struktur organisasi pada masing-masing Badan Daerah. 
 

Pasal 5 

(1) Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Fungsional dan 

pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam 

tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, 

kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau 

keterampilan. 

(2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan 

Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam 

satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas 

instansi pemerintah. 

(3) Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas unit 

organisasi dan/atau lintas instansi pemerintah, Pejabat 

Fungsional atau pelaksana yang berperan sebagai ketua   

tim diutamakan berasal dari unit organisasi pemilik kinerja 
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(4) Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana dilakukan 

melalui penunjukan dan/atau pengajuan sukarela. 

(5) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

merupakan penugasan langsung kepada Pejabat    

Fungsional atau pelaksana oleh pejabat penilai kinerja 

dan/atau pimpinan unit organisasi untuk melaksanakan 

kinerja tertentu. 

(6) Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

merupakan penugasan Pejabat Fungsional atau pelaksana 

atas dasar permohonan aktif dari Pejabat Fungsional atau 

pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu. 

(7) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)    

ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit 

organisasi.  

(8) Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana 

meliputi pelaksanaan tugas yang bersifat dalam unit 

organisasi, lintas unit organisasi, dan lintas instansi 

pemerintah. 
 

Pasal 6 

Dalam rangka penyesuaian struktur organisasi dan Mekanisme 

Kerja Badan Daerah, Peraturan Bupati ini mengubah beberapa 

ketentuan yang diatur dalam: 

a. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata kerja Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Buton (Berita Daerah 

Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 410); 

b. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 

2022 Nomor 411); 

c. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 

2022 Nomor 415); 

d. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buton 

(Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 412); 

e. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Kabupaten Buton (Berita Daerah 

Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 413); 

f. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton 

Tahun 2022 Nomor 414); dan 

g. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 

Tata Kerja Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Buton (Berita Daerah 

Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 359). 
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Pasal 7 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 

2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton (Berita 

Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 410) diubah 

sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 6 dihapus sehingga Pasal 6 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 6 

(1) Susunan Organisasi BAPPEDA Kabupaten Buton terdiri 

atas: 

a. Kepala Badan; 

b. Sekretariat; 

c. Bidang; 

d. Sub Bagian;  

e. UPTD; dan 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b, terdiri atas: 

a. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

terdiri atas: 

a. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah; 

b. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 

dan 

c. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan 

Kewilayahan. 

(4) Dihapus. 

 

2. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 20 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas 

melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang 

keahlian dan keterampilan masing-masing. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang 

pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok 

sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan 

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 
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(3) Jumlah jabatan fungional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 

kerja. 

(4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan 

fungsional masing-masing. 

 

3. Lampiran dihapus. 

 

Pasal 8 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 

2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton (Berita Daerah 

Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 411) diubah sebagai 

berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 dihapus sehingga Pasal 6 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 6 

(1) Susunan Organisasi BKAD Kabupaten Buton terdiri 

atas: 

a. Kepala Badan; 

a. Sekretariat; 

b. Bidang; 

c. Sub Bagian; 

d. Sub Bidang;  

e. UPTD; dan 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

terdiri atas: 

a. Bidang Anggaran; 

b. Bidang Perbendaharaan dan Akutansi; dan 

c. Bidang Aset Daerah. 

(3) Dihapus. 

 

2. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 26 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas 

melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang 

keahlian dan keterampilan masing-masing. 
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(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang 

pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok 

sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan 

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

(3) Jumlah jabatan fungional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 

kerja. 

(4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan 

fungsional masing-masing. 

 

3. Lampiran dihapus. 

 

Pasal 9 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 

2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Buton (Berita Daerah 

Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 415) diubah sebagai 

berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 dihapus sehingga Pasal 6 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 6 

(1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Derah 

Kabupaten Buton terdiri atas: 

a. Kepala Badan; 

b. Sekretariat; 

c. Bidang; 

d. Sub Bagian; 

e. Sub Bidang; 

f. UPTD; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

terdiri atas: 

a. Bidang Pendapatan Asli Derah; 

b. Bidang PBB-P2 dan PBHTB; dan 

c. Bidang Pembukuan dan Pelaporan. 

(3) Dihapus. 

 

2. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
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Pasal 26 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g mempunyai tugas 

melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang 

keahlian dan keterampilan masing-masing. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang 

pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok 

sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan 

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

(3) Jumlah jabatan fungional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 

kerja. 

(4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan 

fungsional masing-masing. 
 

3. Lampiran dihapus. 

 

Pasal 10 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 

2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun    

2022 Nomor 412) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 6 dihapus sehingga Pasal 6 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 6 

(1) Susunan Organisasi BKPSDM Kabupaten Buton terdiri 

atas: 

a. Kepala Badan; 

b. Sekretariat; 

c. Bidang; 

d. Sub Bagian;  

e. UPTD; dan 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b, terdiri atas: 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

b. SubBagian Perencanaan dan Keuangan. 

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

terdiri atas: 

a. Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi 

Kepegawaian; dan 
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b. Bidang Pengembangan, Promosi Dan Penilaian 

Kinerja Aparatur. 

(4) Dihapus. 

 

2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 18 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas 

melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang 

keahlian dan keterampilan masing-masing. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang 

pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok 

sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan 

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

(3) Jumlah jabatan fungional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 

kerja. 

(4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan 

fungsional masing-masing. 

 

3. Lampiran dihapus. 

 

Pasal 11 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 

2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Buton (Berita 

Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 413) diubah 

sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 dihapus sehingga Pasal 6 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 6 

(1) Susunan Organisasi BALITBANGDA Kabupaten Buton 

terdiri atas: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat; 

c. Bidang  

d. Sub Bagian 

e. UPTD; dan 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

terdiri atas: 

a. Bidang Kelitbangan Sosial, Ekonomi Dan 

Pemerintahan; dan 

b. Bidang Kelitbangan Pembangunan, Inovasi Dan 

Teknologi. 

(3) Dihapus. 

 

2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 18 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas 

melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang 

keahlian dan keterampilan masing-masing. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang 

pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok 

sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan 

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

(3) Jumlah jabatan fungional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 

kerja. 

(4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan 

fungsional masing-masing. 

 

3. Lampiran dihapus. 

 

Pasal 12 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 

2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buton (Berita Daerah 

Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 414) diubah sebagai 

berikut: 
 

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 dihapus sehingga Pasal 6 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 6 

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buton 

terdiri atas: 

a. Kepala Badan; 

b. Sekretariat; 

c. Bidang; 
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d. Sub Bagian;  

e. UPTD; dan 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

terdiri atas: 

a. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter 

Bangsa; 

b. Bidang Poliitk Dalam Negeri; 

c. Bidang Ketahanan Ekenomi, Sosial, Budaya, Agama, 

dan Organisasi Kemasyarakatan; dan 

d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan 

Konflik. 

(3) Dihapus. 
 

2. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 20 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas 

melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang 

keahlian dan keterampilan masing-masing. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang 

pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok 

sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan 

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

(3) Jumlah jabatan fungional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 

kerja. 

(4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan 

fungsional masing-masing. 

 

3. Lampiran dihapus. 

 

Pasal 13 

Beberapa ketentuan dalam Bupati Nomor 24 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 

serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 

Nomor 359) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (8) Pasal 3 dihapus sehingga Pasal 3 

berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 3 

(1) BPBD adalah unsur pelaksana Badan Daerah    

Klasifikasi A. 

(2) Susunan Organisasi BPBD terdiri dari: 

a. Kepala Badan; 

b. Unsur Pengarah; dan  

c. Unsur Pelaksana Badan. 

(3) Unsur Pelaksana Badan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf c, terdiri atas: 

a. Kepala Pelaksana; 

b. Sekretariat; 

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 

d. Bidang Penanganan Kedaruratan dan Logistik; 

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 

b, terdiri atas:  

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

b. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan. 

(5) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas: 

a. Seksi Pencegahan Bencana;dan 

b. Seksi Kesiapsiagaan Bencana. 

(6) Bidang Penanganan Kedaruratan dan Logistik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri 

atas: 

a. Seksi Penanganan Kedaruratan; dan 

b. Seksi Logistik. 

(7) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf e, terdiri atas: 

a. Seksi Rehabilitasi; dan 

b. Seksi Rekonstruksi. 

(8) Dihapus. 

 

2. Lampiran dihapus. 

 

BAB III 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 14 

Struktur organisasi dan Mekanisme Kerja sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan sejak bulan Januari 

2024. 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 15 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua   

keputusan dan dokumen yang dikeluarkan sebagai   

pelaksanaan dari Peraturan Bupati yang telah diubah oleh 

Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan dengan Peraturan Bupati. 

 

Pasal 16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Buton. 

 

Ditetapkan di Pasarwajo 

pada tanggal 13 November 2023 

 

Pj. BUPATI BUTON, 

 

ttd. 

 

LA ODE MUSTARI 

Diundangkan di Pasarwajo 

pada tanggal  13 November 2023        Desember 2023 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON, 

 

ttd. 

 

ASNAWI JAMALUDDIN 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2023 NOMOR 494 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum, 

 

ttd 

 

Fakharudin M. Satu, S.H., M.H. 
Pembina Tk. I (IV/b) 
NIP 196810051994011002 

 


